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Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL), merupakan salah
satu program pemerintah yang dicanangkan oleh Bapak presiden
Jokowi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 yang bertujuan
untuk mempermudah bagi masyarakat dalam hal kepemilikan
sertifikat hak atas tanah dan juga menghindari sengketa serta
perselisihan.

Melalui program PTSL ini diharapkan bisa menyelesaikan
kebimbangan hak atas kepemilikan tanah. Program ini bisa di
ikuti oleh seluruh lapisan masyarakat maka dari itu bagi
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masyarakat yg memiliki tanah tapi belum memiliki sertifikat
dapat mengurus sertifikat tanahnya secara gratis.

Pada dasarnya biaya pengurusan PTSL ini gratis(ditanggung oleh
pemerintah). Namun jika masyarakat di haruskan untuk membayar,
maka biaya tersebut sudah di tetapkan dalam Surat Keputusan
Bersama 3 menteri(SKB 3 MENTERI). Namun sayang nya masih
banyak oknum di desa yang tidak mengindahkan apa apa saja yang
sudah ditetapkan dalam ketentuan SKB 3 Menteri tersebut.

Sebagaimana diketahui, besaran biaya yang diperlukan untuk
persiapan pelaksanaan PTSL telah di tetapkan dalam ketentuan
SKB 3 MENTERI. Di mana untuk Provinsi Jambi termasuk dalam
kategori IV, dengan besaran biaya Rp. 200.000; di sini Menteri
Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya
dan besaran biaya yang di perlukan dalam pelaksanaan persiapan
pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut, 1. Kegiatan
penyiapan dokumen; 2. Kegiatan pengadaan patok dan materai; 3.
Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Namun berbeda halnya dengan apa yang terjadi di desa Teluk
Kulbi, kecamatan Betara, kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Provinsi Jambi.

Seolah tidak mengindahkan apa yang sudah di tetapkan di dalam
surat keputusan bersama 3 menteri, Ahmad Muhudin yang dalam
hal ini selaku ketua Badan Permuswlyawaratan Desa (BPD) desa
Teluk Kulbi, di duga melakukan Pungli (pungutan liar) dalam
kegiatan program PTSL di tahun 2023.

Hal di atas di perkuat dari penyampaian beberapa warga dan
Kadus I desa Teluk kulbi.

Dijumpai di kantor desa (Senin, 5 Juni 2023), Indra yang dalam
hal ini selaku Kadus I desa Teluk kulbi, menyampaikan
bahwasanya ketua team pelaksana kegiatan program PTSL bapak
Ahmad Muhidin (ketua BPD, red.),” Untuk ketua team pelaksana
pak Ahmad Muhaidin, kalau anggota nya para RT.”, Ujar pak



Kadus.

Disinggung terkait besaran biaya pungutan PTSL, pak Kadus
menjawab,” kalau kemarin itu ,yang tahap pertama di desa kami
ini biayanya sebesar Rp. 400.000. disitu sudah termasuk biaya
materai dan patok”, jawab pak Kadus.

Dari keterangan pak Kadus di atas, jelas di duga bahwasanya
Ahmad Muhidin melakukan sebentuk tindakan Pungli.

Sebagaimana yg termuat di dalam SKB 3 MENTERI bahwasanya,

“Menteri dalam negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk
melakukan beberapa langkah diantaranya adalah, memerintahkan
inspektorat daerah untuk berkoordinasi dengan aparat penegak
hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”.

Hingga berita ini dengan terbitkan, Ahmad Muhidin yang dalam
hal ini selaku ketua team pelaksan kegiatan PTSL di desa Teluk
kulbi tidak memberikan sebentuk jawaban dari sejumlah
pertanyaan yang di layangkan kepadanya melalui pesan singkat
WhatsApp.

( Reporter Adi)



